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Abstract 
This study, aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the arrangement 
of street vendors in Denpasar City, which includes the process of socialization of local regulations, 
implementation, up to the enforcement carried out by Satpol PP Denpasar City as law enforcement and to 
determine the factors that influence the implementation of street vendors in Denpasar City, both in the form 
of supporting factors and inhibiting the implementation process. To answer this problem, a qualitative 
descriptive research method was used. Data analysis was carried out using Merilee S. Grindle's policy 
implementation theory and contingency theory developed by James Lester. The results showed that the 
Implementation of Regional Regulation No. 2 of 2015 in the Arrangement of Street Vendors (PKL) in 
Denpasar City could be divided into street vendors organized by banjars or traditional villages and 
independent organized PKL. The street vendor arrangement has not run optimally so far, this is because 
there are still many street vendors who have been netted and the number of street vendors continues to 
increase every year. The Merilee S. Grindle theory is used as a measurement tool for policy implementation, 
using two variables: the degree of change desired and the aspects of the power, interests, and strategies of 
the actors involved. In practice, the arrangement of street vendors is still faced with several obstacles, 
especially in terms of implementation and precisely the village or customary village that plays an important 
role in managing street vendors in its working area. Whereas the supporting factor comes from the aspect 
of local regulation socialization. In contingency theory shows that the implementation of the law in the 
arrangement of street vendors in the city of Denpasar is still stuggler. 
 
Keywords: Street Vendors, Policy Implementation, Regulation No. 2 Year 2015, Arrangement of Street 
Vendors. 
 
PENDAHULUAN 
Berdasarkan data yang dikutip pada berdikari online, dari tahun ke tahun semakin banyak 
masyarakat usia produktif maupun sarjana yang tidak terserap dalam lapangan kerja. Menurut 
data yang ada, jumlah pekerja sektor informal mencapai 70% dari keseluruhan angkatan kerja. 
Angka yang sangat tinggi sebab dari sekitar 116 juta orang angkatan kerja Indonesia, sebagian 
besar bekerja pada sektor informal sebagai pedagang kaki lima, tukang parkir, tukang ojek, dan 
sebagainya (berdikarionline.com, 2011). 
Sektor informal menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara yaitu secara langsung dan 
tidak langsung. Secara langsung sektor informal mampu menyerap tenaga kerja yang dapat 
langsung terjun di dunia kerja. Secara tidak langsung,sektor informal mampu melakukan 
perluasan pasar yang diciptakan melalui penyaluran dan pengadaan bahan baku serta kegiatan 
perdagangan di pihak lain (Kurniadi dan Tangkilisan, 2002:21). Salah satu bentuk pekerjaan pada 
sektor informal yang muncul di wilayah perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (selanjutnya akan 
disebut PKL). PKL beraktifitas di lokasi yang strategis dan ramai pengunjung. Sebagaimana 
permasalahan yang terjadi di kota besar, hal tersebut terjadi pula di Kota Denpasar. Kota Denpasar 
dipilih pendatang pencari kerja karena memiliki sarana prasarana yang memadai dalam 
menunjang suatu pekerjaan. 
Hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penataan PKL Di Kota 
Denpasar, diantaranya adalah: Heriyanto (2012) dengan penelitian berjudul “Dampak Sosial 
Ekonomi Relokasi PKL Di Kawasan Simpang Lima Dan Jalan Pahlawan Kota Semarang” 
menuliskan mengenai Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang didukung oleh daerah 
hinterlandnya. T ujuan dari penelian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak sosio-
ekonomi dari relokasi PKL di kawasan simpang lima dan jalan pahlawan Kota Semarang. Serta 
Hanafi, dkk (2013) dengan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi 
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Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)“ menuliskan mengenai Keberadaan PKL di sekitar alun-
alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan 
kota. Tujuan dari penelitian ini adalah sama-sama untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
kebijakan penataan PKL, implementasi kebijakan penataan PKL, serta kendala yang dihadapi 
dalam implementasi kebijakan penataan PKL. 
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tahun 2015, jumlah pengangguran di 
Provinsi Bali mencapai 47.210 orang atau sekitar 1,99% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di 
Provinsi Bali, sebanyak 17.209 atau 3.54% diantaranya berada di Kota Denpasar. Menyikapi 
fenomena penertiban berulang oleh Satpol PP terhadap PKL, dan dengan adanya kesadaran 
Pemerintah terhadap kontribusi PKL dalam menggerakan sektor ekonomi, Pemerintah Kota 
Denpasar (selanjutnya akan disebut Pemkot Denpasar) kemudian menerbitkan Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (selanjutnya akan disebut 
Perda No 2 Tahun 2015). Perda tersebut memuat mengenai zonasi dimana PKL dilarang berjualan 
(trotoar, bantaran sungai, jalur hijau, taman kota dan tempat umum), upaya penataan dan 
pemberdayaan PKL sehingga keberadaannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam 
menunjang perekonomian dan tetap didukung oleh keadaan lingkungan kota yang bersih, sehat, 
indah serta meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan ikon Kota Denpasar yang 
berwawasan budaya sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana. Adapun rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut: 
Bagaimanakah bentuk implementasi Perda No 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota 
Denpasar? Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Perda No 2 Tahun 2015 
dalam penataan PKL di Kota Denpasar? 
 
METODE 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (dalam 
Tohirin 2012:1) mengatakan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, 
dan ungkapan. Pengertian penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan 
pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang 
fenomena dalam suatu latar yang khusus. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang 
menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau 
kuantifikasi lainnya (Tohirin, 2012:2).   
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci dan instrumen penelitian. Informasi deskriptif adalah gambaran 
lengkap tentang gambaran objek yang diteliti. Terdapat juga jenis data , dimana jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata yang didukung oleh 
instrumen wawancara, informasi dari narasumber, serta dokumen pendukung dan data kuantitatif 
berupa paparan angka mengenai fakta-fakta pendukung penelitian seperti jumlah PKL dan 
pelanggaran yang terjadi setiap harinya.  Data disini adalah mengenai bentuk implementasi Perda 
Nomor 2 Tahun 2015 dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar, serta 
pemaparan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. 
Sedangkan untuk sumber data sendiri ada dua, yaitu data primer  penelitian ini adalah Perda 
Nomor 2 Tahun 2015, wawancara dengan narasumber menggunakan metode wawancara langsung 
dan semi terstruktur, serta observasi dengan Pemkot, Satpol PP Kota Denpasar, kelian/tokoh 
masyarakat, dan PKL yang merupakan  sumber data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data. Data sekunder dari penelitian ini meliputi data yang diambil dari literatur yang 
relevan dengan judul penelitian seperti perda, artikel, media online dan makalah yang memiliki 
relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai mengenai bentuk implementasi Perda 
Nomor 2 Tahun 2015 dalam penataan PKL di Kota Denpasar dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi penataan PKL di Kota Denpasar.  
Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk 
pengambilan sampel. Teknik purposive sampling adalah teknik yang dipilih dengan pertimbangan 
dan tujuan tertentu, misalnya narasumber tersebut dianggap paling tahu mengenai apa yang 
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peneliti harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang 
diteliti.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber 
yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang sama untuk mendapatkan data dari sumber 
yang berbeda-beda. 
Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber berupa wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi pada sumber yang sama, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan 
pasti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti meliputi kondisi PKL di lapangan, interaksi antar 
pegawai Pemkot dan Satpol PP Kota Denpasar, interaksi Satpol PP Kota Denpasar dengan PKL 
yang terjaring penertiban, serta interaksi antar tokoh masyarakat dengan PKL di wilayahnya. 
Penelitian ini dilakukan di di Kota Denpasar selama dua bulan.  
Dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena lokus penelitian 
berada di wilayah administratif Kota Denpasar diantaranya: Lapangan Puputan Badung I Gusti 
Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota 
Lumintang, serta informan penelitian baik Pemerintah, Satpol PP, PKL, dan kelian/tokoh 
masyarakat berada di Kota Denpasar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PKL yang menjadi objek pada penelitian ini peneliti bagi menjadi dua yakni PKL yang 
terorganisir oleh banjar atau desa adat, dan PKL mandiri yang tidak terorganisir. Bagi PKL yang 
telah terorganisir oleh banjar atau desa adat, sebagian besar masih dikelola secara konvensional, 
perjanjian lisan tanpa kesepakatan hitam di atas putih bagi kedua belah pihak. Pararem yang 
mengatur secara khusus keberadaan PKL di wilayah kerja banjar atau desa adat belum ada kecuali 
pada Desa Adat Tanjung Bungkak yang memang memiliki pararem secara khusus yang mengatur 
keberadaan PKL pada waktu car free day di Jalan Kusuma Atmaja, sekitar wilayah Lapangan Niti 
Mandala Renon Denpasar. PKL yang terorganisir oleh banjar atau desa adat, terkena biaya 
retribusi pemeliharaan keamanan dan kebersihan dengan bukti catatan pembayaran maupun 
karcis yang diberikan dari pihak banjar atau desa adat. Ada yang berupa pembayaran retribusi 
bulanan dan ada pembayaran harian. Retribusi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya 
untuk kepentingan banjar atau desa tersebut. Mengenai pengenaan biaya retribusi, dari PKL 
sendiri tidak merasa keberatan karena merasa lebih aman tidak perlu bersembunyi dan berlari-lari 
ketika Satpol PP datang, yang kemudian menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang sehingga 
menguntungkan kedua belah pihak dan terjadi perputaran ekonomi yang berarti. Kemudian pada 
PKL mandiri yang tidak terorganisir oleh banjar atau desa. Dampak penegakan perda oleh Satpol 
PP sangat besar bagi mereka yang masih nekat berjualan secara sembunyi-sembunyi di lokasi 
yang tidak diperuntukkan dan diliputi oleh rasa was-was pada saat berjualan. 
Bagi peneliti, penegakan Perda belum cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak 
PKL yang berjualan pada lokasi yang tidak diperuntukkan dan terkena dampak penegakan Perda. 
Melalui hasil observasi di kantor Satpol PP Kota Denpasar, peneliti menemukan setidaknya tiga 
sampai empat PKL setiap harinya yang terjaring penertiban dan barang dagangannya diamankan 
oleh petugas. Barang dagangan yang disita pun beragam, mulai dari makanan, balon, hingga 
kudapan. PKL tersebut nekat berjualan setelah sebelumnya telah mendapat teguran dari Satpol PP. 
Barang dagangan yang disita kemudian dipergunakan sebagai barang bukti apabila kemudian 
dilaksanakan sidang tipiring. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Drs. Ida Bagus 
Udiana selaku Kabid Kerjasama pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 
(KUKM) pada tanggal 05 April 2018 yang menyatakan bahwa: 
“…Perda blm efektif karena harus dikerjakan secara sistemik itu lintas sektoral, tidak mungkin 
hanya diselesaikan oleh Satpol PP saja. Kendala dalam kinerja penegakan perda di Bali sendiri 
ada tiga yakni: yang pertama kepentingan politik, dua, keberadaan aturan pada desa adat, ketiga, 
adanya ormas dan yang keempat yakni sikap menyama beraya (kekeluargaan). Di Bali tidak bisa 
melakukan manajemen murni karena ada adat dan menyama beraya, kita gak enakan jadinya 
karena istilahnya nah baang gen. Kita tidak mencampuri adat karena apa? Disharmoni terjadi 
nanti antara pemerintah dengan adat…” 
“…barang sitaan sebagai barang bukti ketika tipiring, setelah tipiring wajib untuk 
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dikembalikan…” 
selain karena pelaksanaan penegakan Perda terkendala oleh keberadaan adat, lokasi yang tidak 
memadai untuk relokasi, dan minimnya biaya untuk mendata ulang jumlah PKL di Kota Denpasar 
turut memberi andil belum efektif berjalannya Perda  dalam menata keberadaan PKL di Kota 
Denpasar. Implementasi dari Perda Nomor 2 tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota 
Denpasar baru terlaksana sebatas pemberian sosialisasi pada tokoh masyarakat atau stakeholder 
dan pemasangan papan tanda larangan berjualan. Untuk pelaksanaan penertiban atau sweeping 
harian memang telah rutin dilakukan sebelum Perda Nomor 2 Tahun 2015 berlaku, dan memang 
telah menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Satpol PP. 
Beberapa pernyataan dari informan dan hasil observasi dilapangan kemudian semakin 
meyakinkan peneliti bahwa implementasi Perda belum berjalan efektif, dikarenakan peran desa 
atau banjar dalam menata PKL lebih dominan dan Satpol PP selaku penegak Perda tidak 
mencampuri aturan yang berlaku pada desa atau banjar adat untuk menghindari terjadinya 
disharmoni, lokasi yang diperuntukkan sesuai Perda serta anggaran untuk mendata kembali 
jumlah PKL tidak memadai, sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas pada stakeholder, dimana 
PKL tidak mengetahui mengenai adanya Perda tersebut, serta evaluasi hanya berjalan pada saat 
diperlukan dan bersifat internal. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, baik melalui wawancara dengan 
narasumber terbaikit, serta melakukan observasi juga dilapangan . Maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal dalam tulisan ini, diantaranya adalah implementasi dari Perda yang 
mengatur tentang PKL di Kota Denpasar, telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dimana 
tersedianya lokasi yang memang diperuntukkan oleh pemerintah, tersedianya anggaran yang 
memadai untuk mendata dan merelokasi, serta daya jangkau pemerintah dalam mengawasi hak 
dan kewajiban PKL tersedia, dan beban kerja implementor berkurang dalam menertibkan PKL, 
maka outputnya akan menjadi progressive atau kemajuan.  
Faktor pendukung implementasi penataan PKL di Kota Denpasar ditinjau dari aspek sosialisasi, 
pelaksanaan dan penegakan perda, diantaranya adalah Sosialisasi dalam pelaksanaan 
Implementasi Penataan Pedagang Kaki di Kota Denpasar pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah 
Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota 
Lumintang dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas di sini dilihat dari jumlah 
implementor atau pelaksana dalam mensosialisasikan Perda, sedangkan kualitas dilihat dari 
kemampuan para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan.  
Proses penyampaian informasi yang dilakukan Pemkot dengan Satpol PP dan sosialisasi pada 
para stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di Kota Denpasar khususnya di wilayah 
Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, 
dan Taman Kota Lumintang menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi berbentuk top-
down, dan down-top yaitu penyampaian dilakukan secara berimbang dari pengambil keputusan, 
pelaksana program, stakeholder hingga PKL begitu pula sebaliknya saling berkoordinasi 
mengenai perkembangan kondisi di lapangan. 
Selain itu terdapat faktor lain, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 
2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah 
antara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini. Dari segi 
kuantitas telah mencukupi karena anggotanya berasal dari OPD yang terkait, serta jumlah 
implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun di Kasi 
Tramtibum masing-masing Kecamatan dirasa telah mumpuni. Hal ini terbukti dari responsifnya 
anggota Satpol PP menindaklanjuti pengaduan yang masuk.  
Pelaksanaan implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka 
dari itu Satpol PP Kota Denpasar bekerja sama dengan jajaran penegak Perda yang ada di 
bawahnya yakni Tramtibum dan Linmas, juga membina hubungan kerja dengan dinas-dinas 
terkait. Pelaksana kebijakan dari PPNS maupun dinas terkait saling membantu pelaksanaan 
penataan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan 
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Pulau Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang. PPNS telah efektif 
ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda 
yang ditegakkan. Terakhir adalah faktor pelaksanaan. Pelaksanaan dalam implementasi Perda No 
2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan PKL di Kota Denpasar terdapat pada kesesuaian jumlah 
antara kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini.  
Dari segi kuantitas telah mencukupi karena anggotanya berasal dari OPD yang terkait, serta 
jumlah implementator dalam hal penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kota maupun 
di Kasi Tramtibum masing-masing Kecamatan dirasa telah mumpuni. Hal ini terbukti dari 
responsifnya anggota Satpol PP menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Pelaksanaan 
implementasi Perda bersifat multi sektoral dan tidak dapat berdiri sendiri, maka dari itu Satpol PP 
Kota Denpasar bekerja sama dengan jajaran penegak Perda yang ada di bawahnya yakni 
Tramtibum dan Linmas, juga membina hubungan kerja dengan dinas-dinas terkait.  
Pelaksana kebijakan dari PPNS maupun dinas terkait saling membantu pelaksanaan penataan 
Pedagang Kaki Lima pada kawasan Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, Kawasan Pulau 
Serangan, Lapangan Niti Mandala Renon, dan Taman Kota Lumintang. PPNS telah efektif 
ditunjukkan dengan melihat bahwa anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda 
yang ditegakkan. 
Sosialisasi mengenai Implementasi dari Perda No 2 Tahun 2015 dalam menata keberadaan 
PKL di Kota Denpasar sendiri, baru terlaksana pada tokoh masyarakat atau stakeholder dan 
pemasangan plang larangan pelanggaran Perda sebagai media informasi, selain itu juga melalui 
pemberitaan di web Pemkot Denpasar dan pembagian buku Perda No 2 Tahun 2015 sebagai 
sarana sosialisasi dan penyampaian informasi. Sehingga Beberapa pernyataan dari informan, hasil 
observasi dilapangan, dan ditinjau dari aspek derajat perubahan yang diinginkan serta aspek 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat kemudian peneliti simpulkan bahwa 
implementasi Perda belum berjalan efektif.  
Perda belum berjalan efektif, salah satunya dikarenakan peran desa atau banjar dalam menata 
PKL lebih dominan dari penegak Perda dalam hal ini Satpol PP, di satu sisi Pemkot dan Satpol 
PP tidak berkenan mencampuri aturan adat untuk menhindari terjadinya disharmoni di tengah 
masyarakat. Pada penelitian ini, komitmen dari Pemkot masuk dalam kategori tinggi dengan 
kapasitas yang cukup rendah serta output yang dihasilkan adalah struggler atau kerja keras. Hal 
tersebut dibuktikan dengan komitmen pembuat kebijakan terhadap hasil kebijakan (Perda) yang 
tinggi dan implementor yang melaksanakan tugas sesuai dengan komitmennya. 
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